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Posisi Asia Tenggara yang semakin penting mendorong Idonesta sebagas

negara yang mayoritas

a muslim berada dalam kedudukan

yang penting. Bersamaan dengan menguatnya nilainilai Asia,
maka Idam kini muncul schagai tawavan baru. Tulisan ini
membubtikan posisi dan kedudukan bukum Islam di Kawasan
Asia Tenggara dan peluang peran di masa depan.

Dalam percaturan politik dunia,
Asia Tenggara senukin penting kedu-
dukannya. Negara-negara di kawasan
ini tergabung dalam apa vang dischut
ASEAN, merupakan kelompok negara
penting vang berada dalam garis lalu-
lintas kesibukan dunia. Demikian pul
kegiatun ckonomi global bergerak da-
lam persaingun yang kian membesar
menuju perdagangan Asta Timur.

Asia Tenggary dalam konstelasi
Dunia Islam menjudi semmkin trans-
paran mengingat peranan Indonesia
sebagai negeri berpenduduk mushim
terbesar cukup sentral. Melalui peran-
peran politik seperti ketua dari kelom-
pok negara-negara Non Blok, Indone-

s sehagai negeri Muslim mencuatkan
peranan Islam di dalam masyarakat
internasional. Khususnya bagi negara-
negara yang berkembang, sudah tentu
kekuatan Ishan ikut diperhitungkan,
Akhir talun 1996 di Asia Tenggaur
ditengarsi dengan  terselengpaninya
KTM (Konperensi Tingkat Menteri-
Menteri) dari negara-negarsy OKI (Orga-
nisasi Konperensi Islam) di fakata. Hal
ini saja mencerminkan penggalangan
solidasitas Islam (ukhuwah Islam) yung
akan memberikan dampak positif hagt
kenmuajuan dan peningkatan kontribusi
Dunia Istun kepada perdamaian dunia.
Apalagt KTM OKI tersebut dibarengi
pula dengan kagiatan Senuinar tentang
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ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui forum 11 FYIKHAR (Interna-
tiona] Iskimic Forum for Science, Tech-
nology and Human Resources) Iskim
menijadi titik fokus pencerahan i Asia
Tenggara. Mau tidak nmu Islam dari
sisi Hukum Jslam akan ikut mewarnai
wacana  pemikiran mutakhic di ka-
wasan ini (Republiba, 27 Desember
1996, hal. 13).

A. Awal Masuknya Islam di Asia
Tenggara
Scjarah masuknya Islam i Asia
Tenggara mulai dard punggung Sumtm

Utara sebelab barmt/sanuuders Pasai pa-

da sckitar abad ke-7 atau 8 Maschi.
Dari Sunatea tevus berkembang ke
seluruh daemah di Indanesia, Islan di-
bawa dan disinrkan terus-mencrus
Termasuk kontingen muballigh Istam
pimpinan Syekh Ismail dikirim oleh
Syarif Mckkaly sampai ke Bandar
Malaka yung mendapat sumbutan ha-
ngat di Aru dan Malaka. (AS. Harahap,
1951, hal. 1D
_ Pada Jb:ld ke-12 t1276) Malaka,
sici abehil Aziz seomng pedagang dari
Mekkah teinh hlenglsl.mtkan rafa dan
rakyatniya. Raja Malaka talu mengambil
mna Sultan Muhamnrid Syah. Menu-
rut scjarah yang kuat Islam kemudian
juga memasuki Piliping lewat Minda-
nao dan Sulu pada tahun 1475 M
sebagai“hasil Imbung.m dagang dari
Mql‘ll\d .mzupun Indonesia, Dari Pili-
pina _ Sel.nan ini lalu bergeruk ke
Ptlipina sebelah utara (Manila).
Orang-onng India muslim dan
orang Melayny dari Indonesia, sena,

peagang Arab merunxikan Indo China
sekitar abad Ke-10 sampai abad ke-14.
Para pedagahg itu kemudian menxsuki
daerah Siam (Thailand sekarang). Turut
mengembangkan Islam di Thailand
adalah pahlwan-pahlawan Melayu
dari Malaka dan Kedoh, Sedangkan
dari sebelah Sclatan dating rombongan
rofn Bugis yang telsh mengasingkan
diri ke Thailwmd pada wakw Bugis
diserung oleh Belanda. Padahal, wakm
Bugis diserang itu, Islam telth menjadi
aganm resmi di daerah itu. Menwng
dalam sefarah penviaron Islam ornng-
orang Bugis terkenal gist mengem-
Iangkan Islam. BirmaMyannwr tidak
lupur dari penyiaran Islamy melalui
daerah Amkan yung berada di sebetah
Timur Benggala Timur yvang mwmpu-
nvai penduduk muslim ving  padat.
Dari sanalabh asal-muasy] penduduk
muslim di Bum.

Perkembangan Islam di Asia Teng-
gan sedemikion pesat dengan rumbuh-
nya Kkota-kota partai di Indonesia yang
dipengaruhi oleh dimwmika Islam di
dalaninyi. Dengan berclirinya nzisyara-
kat muslim, mukailsh proses Islimisasi
Nusantar, dimwali dari Aceh pada abad
ke-13 M menyusur anth selitan seluruh
Sumuitra. Sedang di Jawa dinmlai lebih
awal lagl, sefak abad ke 11 M sudah
berlingsung proses Islamisasi. Bahkan
menurut pakar sejuraly Tome Pires di
Jawa sudah ditemukan kerajran yang
bercorak 1Islam, yaitu Demak, don
kerajpan-kernjaan di daeraly pesisir
utara Jaws Timur, Jawa tengsh dan
Jawa Bart (Badri Yatim, 1993, hal.
198).
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Aktifitas pelayaran dan perdaga-
ngan internasional yang melinasi Nue
santara merupakan segl pencepatan
penyiaran Isiam. Malaka, Jawa dan
Maluku. Islam masuk ke bagian Indo-
nesia bagian timur, terutama Maluku
sekitar abad ke-14. Sulawesi bagian
selatan abad ke-15 yang merambah ke
daerah Gowa, Soppeng, Wajo dan
Bone. Semtentara di Kalimantan Timur
Istadsasi dimulai di Kutai, Pedagang-
pedagang nwslin memupakan ujung
tomhak yang membuka dacrah-dacrah
haru di Nusantia din teradinya proses
Iskamisasi;

Proses Islamisasi di Nusantar itu
herdangsung dalam intensitas  yang
tinggi dan dengan cara penuh keakmb-
an, kelembutan., perdamaian dan
persahabatan vang dinamis. Saluran
dan cara-cara Islimisasi di Nusaniara
melalui berbagai macam bentuk, yakni
melalui saluran perdagangan vang
dipelopari oleh pedagung-pedagang
Araly, Persin dan- India. Saluran vang
lain adalah salurm Perkawinan dengan
jalan akulturasi antara pedagang mus-
lim yang mengawini putri (bangsa-
wan) setempat. Cara it telah mem-
bentuk komunitas muslim dalam ben-
twk perkembargan keturunan. Salurn
berikutnya adalah saluzm Tasawul,
yakni sufi dengan pendekatan tasawul
menuisukkan ajpran [slhim dengan caray
halasa sera simbol-simbol yang me-
reka kenal. Saluean Pendidikan diper-
gunakan dengan menyelenggarakan
pesantren atau pondok. Pama kyai me-
nyampaikan ajaran Islam di pesantren
yang dikitari oleh santri-santr. Setelah

diznggap cukup mereka pulang dan:

menyiarkan Islam. Saluran yang Iain
adalah saluran Kesenian yang meru-
pakan alat yang efekuif untuk menyiar-
kan Islam. Misalnya pam wali di Jawa,
melalui - wayang, hikayat, babad dan
lain-lain. Salumn yang tidak kalah pen-
tingnya adalah saluran politik. Di ber-
hagai daerah di luar Jawa, yaine di
Maluku dan Sulawesi Selatan, Islamisasi
terjadi melalui mja-raja. Dengan Islam-
nya para raja, rakyat kemudian meme-
luk Islam. DR '-

Iskimisasi Nusantan yany ditemnpuh
dengan cara damai it telah nrembuka
dirinya sebuagai. kawasan yung ine-
mungkinkan’ persentubaw denguan du-
nis luar yang lebih maju. Hal -itu me-
nychabkan Nusintars sedukin sentirak
dengan Ishim apalagi dengan berdiri
tegaknya kemjaan-kerajaan Islam di
dalamnya. Betapa tidak! Dunda luar itu
adalah kaum muslion vang mendo-
minasi biding perdagangan dan mg-
ngontrol pelayarin, mempunyai peng-
ralt dan kekuasuan politik' yang besar
yang datang dengan senungat missi
keagamaan. Mereka terdiri dard orung-
orang yang berbudiya, tempelajar dan
arsitek tita internasional vang mengon-
trol lebih dari separub bola dunia
waktu' itu (Omar Farouk. 1993, hal.
32).

. Nusintarz yang telah teriskimban
itu kemudian menata dird lebih men-
dalam scisigainmna lyaknya sebuah
masyarakat yang sedang tumbuh dun
berkembang kepada Islan. Pranata-
pranata sosial Islam yang Dberupa ke-
tentuan-ketentuan syari'ah atau hukum
Islam ditegakkan berbarengan dengin
proses Islamisasi iru sendiri. Islam
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dengan demikian telah mempengaruhi
bentuk masyarakatnya dan mempenga-
ruhi perilaku hukum masyarakat dan
tata hukum Indonesia, sebelum Be-
Ionda datang. Dengan penerinman Is-
lam sebagai aganm, otomatis mengakui
dan menerima otoritas dan kekuatan

mengikuti hukum Islam, fulah Isly-

misasi Nusanta itu (chtiyanto, 1994,
hal, 103/105).

Islamisusi Nusantara itu menijadi
modal besar bagi semaraknya penyiar-
an di Asin Tenggam. Islamisasi yang
digerakkan para pedagang muslim,
menyusuri Kota-kota pantti ying ke-
mudian bergerak memasuki peda-
liman. Dan kota-kata pantai di Jawa,
seperti Denuk, Gresik, Cirebon <kan
Banten bersambung ke Malaka sehetah
ujung utara Nusintar. Sctelah Aalaka
jmub diteruskan oleh Brunei schagni
penggerak penyiarun Istam di sebelah
timur kepulasan Melayu hinggn Pulau
Luzon, Cebu, Otan. Sedang di sehelah
barat. kedudukan Makika digantikan
oleh Aceh (Mahnud Sacdon Awing
Othman, 1996, hal. 1),

Di Malaysia, Islamisusi berlangsung
dari abad ¢-13 sampai sekitr abad
ke-14 dan mencapii akamya pada
abad ke-13. Sepk awalnya raja berisiim
yang disusul kemudian oleh rakyatnyn,
Sampai sekarang ini, Islam mentfadi
aganm negara wanpa sekat untuk mem-
praktekkan agama hin secam dammai
dan harmonis. Kekuatan penyiaran
Islam dari negarm fimn ini akan nrem-
berikan gaungnya pula setelah melatui
masa-masa sulit penjajnhan Inggris. In
akan menjadi patner Indonesia mem-
bangun kekuatan Islam di Asia Teng-

gara paada abad ke-20 baik melalui
ASEAN atau yang lebih spesifik melalui
“Rumpun Melayu Raya™.

Islam di Asia Tenggara datang de-
ngan danwi din berinteraksi di dalam-
nya schingga & merupakan bagian dari
padanya. Islam menjudi bagian dari
dinomika yang memberikan motivasi
kepada penduduknya. In menjudi ke-
kuatan yang luar biasa bagi umat Is-
lam untuk menghatiw .dan mengusir
kekuatan imperialisme Barat, yukni
penjajoh Portugis, Spunyol dan Inggris.
Islam pulalab yang menyertai pendu-
duk muslim di Asia Tenggam. muncul
dalam formmsi Kerjaan-kemian Islam
sebagni kekuatan akidah, undang-
undang. dan pembentukan pola bu-
days. Pola budaya ini mewujud dalam
Pola Stmuddra Pasai, di imana kerajaan
sehagai pusat agum; Pola -Subiwesi
Selatan, yuitu pok Iskimisasi melaluj
konversi keraton atau pusat kekusaan,
Proses Istumisasi berlangsung dalam
susu struktur negary yang telah me-
miliki basis legitinuasi gencologls; yang
terakhir adalah Pola Jawa vakni Islim
tunpil sebagni penantang, untuk ke
mudian mengambil alih kekuasaan
yang ada. Kasus Kemjwan Denmk Ts-
lim melabirkan suatu dilenm kulrural
di satu pihak menghadapi nasalah le-
gitimasi politik i pihak yung lain
panggilan kultural untuk kontinuitas
(Badri Yatim, 1993, hal. 227).

Menurut Taufik Abdullah, pola per-
uma dan kedua, yait pola Sanudera
Pasai dan pola Sulawesi Selatan me-
munjukkan suatv kecenderungan ke
arah pembentukan tradisi yung ber-
comk integratif. Maksudnya Islam
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mengalani proses pemribuamian secara
konseptual dan struktural. Islam di-
pandang sebagai landasan masyara-kat
budaya dan kehidupan pribadi. Sedang
pola ketiga atu pola Jawa, raja scbagai
sumber kekuasaan kemudian secara
idiologis raja bergelar susuhunan, gelar
vang biasa dipakai pura pemimpin
aganu, dan sekaligus juga panatgana,
pelindung dan pengatur aganu.

Islam menjadi agama negard Ke-
rajpan Brunei darussalam dan aganw
resuli Federasi Malaysia; agama nayo-
ritas negeri muslim Indonesia sekitas
90%; dan agama minoritas di Burn,
Republik Filipina, Kerajaan Thaitand,
RKamboja dun Republik Singapura. [
adalalt aghma penduduk 200 juta
orang-di sclunah Asia Tenggam. Mereka
mempunyai komitmen kepada Islan
secara spirtwal maupun  psikologis
yang didam dan dinamis. Islam dan
kaum muslim di Asia Tenggara mery-
pakan suatu kekuatan sosial politik
vang pasut diperhitungkan (Omar
Farouk, 1993, hal. 23).

Segl Hukum dalam Perkembangan
Islam di Asia Tenggara

Perkembangan Istam: terhambat
perkembangunnva di Asia Tenggara
dengan munculnya merkantilisme
Eropa vang mencuatkan imperialisme
Barat. Asia ‘Tenggarm tidak luput dari
penjarahan imperialisme melalui Portu-
gis. Spanyol. Inggris dan Belanda. Se-
cara politis Asia Tenggara tunduk di
bawah penjajahan. Tetapi secara kul-
wiril perkembangan Islam tetap hidup
diyakini, dipeluk dan dihayati oleh

penduduknya. Islam sudah berakar da='
lam dua menjelma menjadi swrtu” ke
kuatan yang memberikan ketegaran
bagi pemeluknya. :

Islam di Asia Tenggara sebaglmmna
di tempat lain bukan hanya sebagai
akidah yang mengental dalam keperca-
yaan yang diyakini. Islam di samping
itu juga merupakan ketentuan-kc,ten—
tuan [lahi yang ditaati dan dﬂaks:lmk:m
sepenult kepercuyaan, dlpr;nktekk.m di
dalum kebidupan dengan Kkecintaan
dan kepusmhan. Hukum Islam segers
diprktekkan setelth Islim ditering di
kawasan ini. Walaupun pelaksann-
nyi berbeda-heda dan dengan intensi-
ws yany berbeda puls,

Undlang-undang Malika (dtkumpn-
lasi tahup 1450) -,ebclum ditaklukkan
olch Portu;.u.s @hun 1511 M, burisi fiu-
kum Islam yung menetapkan bahw:l
Pemerintahan Malkaka lurus- dxr.xl.ml\.m
sesuai dengan hukum Qurani. Prasasti
Trengganu, whun 1303, mcnumulsk.m
pelaksanaan hukum Isl.ml di kerajim
tersebut, Di Pattani Clhailand selatant
diterapkan hukum lsle sampai akhir
abad ke-19. Di Pahang (Malaysia sc-
karing) sekitar empat pulub dua pasal
hantpir identik dengan hukum negzhab
Syafii. Sedang di Acch pelaksunaan
hukuns Iskim lehih ketat dxlmndmg kan,
daerah hin di Asu Tenggara. Sultan
Malik al-Zahir ditemukan oleh Ibnu
Batutah (scorang, pengd.ma muslim)
sebagai scorng sultan. yang abli hu-
kum Islam.
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Pengakuan Hukum Islam di
Malaysia

Dahulu di Semenanjung Tanah Me-
layu (Malaysia sekarang) terdapat
beberapa teks undang-undang Melayu
lama, seperti Hukum Kanun Melaka.
Hukum Kanun Melaka merupakan
undang-undang dalam pemerintahan
Sultan Muzaffar Shah di Melaka. Pada
masa Sultzin Abdul Ghafar Mubaiyudin
Shah ada undang-unditng Pahang yang
sefak 1952 berlakuo di negeri Perak dan
Johor. Kesemua teks undang-undang
terschut dipergunakan oleh Raj-rifa
Melayu yang memcrintah antara
pertengabian abad ke-13 hingga ke
17, Teksteks i pengaruly dan unsur
perunclingan Islim dominan di sam-
ping unsur-unsur adat (Abdul Monir
Yaacob, 1996, hal, 132/133),

Keadoan Hukum Islam tidak hegit
menggembirakan selamz -penjagahan
Inggris. Praktis in berada di bawah
hukum Inggris. Dakun teori, hukum
yang berlaku di Malaysia adalah hu-
kum Islam, nanun dalam kenyataan
dan dalam praktik, hukum Inggris
menjadi hukum dasar dan hukum di
negeri Malaysia. Demikian pula Peng-
adilan Syariah ada dalam posisi yung
rendah, keputusannya terbatas dan
tidak ada upaya untuk meningkatkan
status mahkamah atau para hakim dan
pegawainya (Tan Sri Ahmad Molum-
imad lbrahim, 1996, hal. 3).

Setelah kemwerdekaan Malaysia -
hun 1957, di berbagai negar bagian
diundangkan UU baru mengenai ad-
ministrisi hukum Islam yang terdiri
dari:

UU Administrasi Hukum Islam
Selangor, 1952

- UU Administrasi Hukum Islam
Trengganu, 1953

- UU Administrasi Hukum Agani Is-
lam Pahang, 1956

- UU Administrasi Hukum Isl m
Penang, 1959

- UU Administrasi Hukum Islam
Makika, 1959

- UU Administrasi Hukum Islam
Negeri Sembilan, 1960

- Ul Administrasi Hukum 1skun
Kedah, 1962

- UU Administrasi Hukum Islam
Perlis, 1964

- Pusat Syari'ah Kelantan dan UL
Pengadilan Perkawinan Islam, {966

- UU Dewan Aganxi dan Adi Estiadat
Melayu Kelantan, 1966

- DU Administrasi Hukum Islam
Johor, 1978

- Ul Administrasi Hukum Ishun
Sabah, 1978
Admiinistrasi Hukum Iskim dan Adat
Istindat Melayu Pahang, 1982 (Ah-
nad Ibrahim, 1993, hal. 103).

“Kemerdekaan yang keniudian di-
raih, memberikan Kesenipatan lebih
luas bagi Malaysia melakukan upaya-
wpaya telaah eksplorasi penerapan
hukum Istim. Kondisi serupa its men-
jadikan dinamisnya Hukum Islam baik
di tingkat pemerintah Federal maupun
kalangan politisi. Di samping itu tidak
ketinggalan para ahli hukum Istam dan
institusi semacam Kejaksaan Agung
untik menemukan suatt model pe-
nerapan hukum Islam yang ' dipakai
oleh pemerintah. Studi perbandingan
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di berbagai negara muslim juga dilaku-
kan untuk menemukan wawasan yang
mapan dalam pelaksanaan hukum Is-
lam.

Undang-undang baru akhimya di-
perkenalkan sebagal langkah-langkah
pembaharuan hukum Islam yang me-
liputi:

1. Administrasi Hukum Istam

(a) UU Administrasi Pengadilan
Syarinh Kelantan, 1982

UL Mahkaneah Syarinh Kedah,
1983

UU Administrasi Hukuny Iskim
Wilayah Federal, 1985

Hukum Keluarga

) UU Hukum Keluarga
Kelantan, 1983

UU Hukum Keluarga
Nugcn Sembilan, 1983
(¢} UU Hukum Keluarga
Malaka, 1983

UL Hukum Kelwirga
Selangor, 1984

UU [Hukum Keluarga
Perak, 1984

(b)

(<)

St

Islam
(b) Islam
islam
(d) Islam

) Islam

(fHh UL Hukum Keluarga Islam
Kedah, 1979 (1984)
(g) UU Hukum Kecluarga Islam

Wilayah Federa, 1984

UL Hukum Keluarga

Penuang, 1985

(i) UU Hukum Kelusirga
Trengganu, 1985

Acama Pidana

(2) UU Acara Pidana Islam Kelan-
tan, 1983

() UU Hukum Acara Pidana Is-
lam Wilayah Federl.

(h) Islam

Islam

[

4, Acara Perdata

(a) UU Hukum Acara Perdata Is-
lam Kelantan, 1984

(b) UU Hukum Acara Perdata Is-
‘Iam Kedah, 1979/1984

5. Pembuktian
UU Pembuktinn Pengadilan Syariah
Wilayah Federal

6. Baitul Mal
UU Baftul Mal Wilayah Federal

Paca gards besamya pembabaruan
Hukum Islam dalam penerapannya di
Malaysia bertitik-tolak pada UU yang
sudah ada, kenmudian dintodifikasi sera
direformasi. Bahkan Malaysia juga e
lakukan adopsi Hukum Islam vang
telah diterapkan di negara lain. Misal-
nva dar India dalam UU Percerdian
tslam 1939, dari Pakistan datim O
dinansi Hukum Reluarga Istam 1961
clari Mesit dalam UL Keluarga  Mesis
1920-1979 (Ahnud Thrahim, 1993, hal.
104-103).

Malaysin mcmp:nk:m negara. Fed-
cral yang menjadikan Islam sebagai
aganz resmi negar. Namun hal it
bukanlah berarti sebagai negarnn Islam
vang otonuttis hukum Iskim berlsku
di dalammnya. Walaupun Dbegitu, DR.
Mahathir Muhammad, perlana nrentern
Malaysia, sangat antusias untuk mene-
rapkon hukum Islam yung Dermuara
ciri Al-Qurtan dan hadis dengan in-
terpretasi yang shahih sehingga terjo-
min apa yang menjadi tujuan dari
hulkum Islam itu sendiri yakni persa-
nuan dan keadilan.
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Karena itu Malaysia sekarang telah
mengembungkan penerapan hukum
Islam yang dapat memenuhi hajat ma-
syarakat muslim yang semakin berkem-
bang. Pendirian bunk tanpa riba
(bunga} menjadi model melalui sistem
bagi hasil mudlorobah), asuransi (ta-
kaful) sebagai terobosan guna pening-
katun pelaksanaan Syariah di dalam
masyarakat. Lembaga Kajian Islam
didirikan untuk melakukan telaah sc-
cara akademis dan bertujuin mem-
hangun citra Islim di dunia interna-
sional. Lembaga inf beenanm Instiut
Kepahanumn Istam Malaysia atau Austife
of Islamic Understanding Malaysia
yang berada di pusat ibukota, Kuala-

lumpur.’

Lompatan 100 tahun Hukoam
Islam di Indonesia .
Berbeda dengan Malaysia, negeri
berpenduduk muslim' terbesar di se-
belah selatandya, iakih Indonesia,
merupakan asal dari rumpun Melayu.
Sejarah -hukum 'Istam di Indonesia
mencuatkan pengaruh kuat mazhab
Syafi'i. Sekalipun Islam, darl segi per-
kembangan/penyebarannya tidak
merata, tetapi pengaruhnya tidak dapar
difemehkan. Berdirinya kerajaan-ke-
mjazn Islam di Nusantam sebelum da-
tangnya penjajah Belanda, membuk-
tikan kumnya pengaruh Islam dan
nilai-nilai kultural/termasuk hukum
Islam pada masyarakatoya. '
" ‘Hukum Islam' di Indonesia pada
nuisa penjajahan Belanda menunjukkan
bukan saja berada di bawah -hukum
mereka. Bahkan hukum Islam senan-

tiasg dipertentangkan dengan hukum
mereka maupun dengan hukum adat.
Yang sangat berbahayn .dari kebijak-
sanaan penjajah adalab vsaha-usaha
pengaburan dan dalam jangka panjang
penghapusan.  Supremasi hukum Be-
landa (hukum Barat) malang melintang
di Nusantara selammt masa penjoajahan
* tga ratus lima puluh (330) whun.,
Sedang hukum Islam mengalnii dis-
kriminasi hukum metalui hukum Pen-
catatan Sipil dalam hukum keluarpa.
Namun akhirnya pencatatan sipil itu
hanya berdaku bagi pribumi yang ber-
agam Nasrani (HOCD. Ménunut Busta-
nul Arifin, dalim HOCT itu pada pasal-
pasal 73, 74 dan 75 merupakan keten-
uan-ketentuan yang memperlihatkan
sikap politik hukum yang diskriminaif
terhadap hukum Islam.

Setelah kemerdekaan, Indonesia se-
penubnya dapat mengatur runab tang-
ganya sendini sebagainuna lavaknya
sebuah negarn merdeka. Wakiupun be-
gitu warisan hukum pengajah Belaned:
{Barat) tetap diperlakukan sclama be-
fum ada peraturan perundangan dalam
berbagai hal yang tidak sedikit jumbih-
nya. Sementara hukum . Islam yang
terpenting pemberlaskuannyn menyang-
kut masatah legalitas dan pelembagaan.

Memang terasa nienyentak, tatkak
paca tanggal 18 Agustus 1945, dalam
Preambule Piagam Jakarta (naskah
Ut apak kalimat -berdasarkan ke-
pada Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syaritat Islam bagi peme-
luk-pemeluknys “diubah menjadi”
berdasar atas Ketubanan Yang Maha
Esa”. E. Syaifuddin Anshari menyebut-
nya sebagai “kalimat Islami” dihapus-
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kan dari Undang-Undang Dasar 18
Agustus 1945 (E. Syaifuddin Anshari,
1994, hal. 42). Hal itu juga sebagai
tengara bahwza penerapan hukum Is-
lam tidak mudah. sekalipun untuk di-
perlakukan terhadap dirinya sendiri.

ichtiyanto berpendapat hahwa per-
gantian rumusan twijuh kata dalam
Preambule itu, dimaksudkan bahwa
yang mempunyai kewajiban menjalan-
kan kewajiban tersebut bukan hanya
orang muslim. Tetapi warga ncgara

Indonesia yang beragam Liin juga ber-.

kewajiban menjalankan hukum aganm-
nyi. I menambahkan bahwa pergan-
tin di atas itu mempunyai ati tem-
petiuas pelaksanaan hukum agama
bagi pemeluknva. bDukan menying-
kirkan hukum agamas dari hukum
nasional. jadi menusut UUID 1945 Lu-
kum Islam mempunyai kedudukan
vang sant. Hal it mmpak jelas datam
konsiderins Dekrit Presiden ditetapkan
“bahwa kami berkevakinan Dahwa
Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945
menjivai Undang-Uindang Dasar 1945
dan adalah merumikan suatw rangkaian
kesatuan dalam konstitusi tersebut™.

Scecara lebih tegars, Isnwil Suni nwen-
jelaskan tentang istilah "menjivai™ di
atas terakhir secara negatif berasti bah-
wa dalam negara Rl tidak diperbo-
lehkan membuat aturan perundangan
vang bertentangan dengan svariat islam
bagi pemeluknya. Sccara positif tentu
saja para pemeluk Islam herkewajiban
menjalankan syariat Islam,

Manakals dilihat dari teori eksis-
tensi, keberadaan hukum Islam di da-
Lun hukum nasional, dapat dijelaskan
sehagai berikut:

1. Ada dalam asti sebagai bagian in-
tegral dari hukum nasional Indo-
nesia.

2. Ada dalam ari adanya dengan
kenmndiriannya yang diakui ada-
nya dan kekuatan serta kewibawa-
annya oleh hukum nasional dan
diberi status schagai hukum nasio-
nal.

3. Ada dalam hukum nasional dalam
artt normwm Hukum Islam (agama)
berfungsi sehagai penyaring balan-
halan ‘hukum nasional.

4. Ada dalam ani bahan utama dan
unsur utama hukum nasional hu-
kum nasional Indonesia (Ichtivanto,
1994, hal, 137)

Trend perkembangan Hukum Ts-
lam di Indonesiy dapat pula dicatat
dengan lliimya UU No. 1/1974 Ten-
ung Perkawinan dan UL No. 71989
‘Tentang Peradilan Aggma. Bahkan UU
No. 71989 diakui sebagi kemajuan
yang mengesankan dan ditbamtkan
selngai lompatan 100 tahun dan dari
segi substunsif sebagai lompatan 100
windu. Pasal | UU ini menyebutkin
Iathwa ruang lingkup kewenangan
Peradilan Agani sebagai “bagi ormng-
orang yang beragam Iskhwn™. Dengan
demikian kewenangan absolut dari
Peradilan Agama memiliki dua ukuran:
- Asas personalitas (pencard keadilan

yang beragama Islany)

- Bidang hukum perdata tertentu se-
perti tercantum calam Bab 111 UU
No. 7/1989 (Busthanul Arifin, 1986,
hal. 87.93)

Perkembangan lainnya dari Hukum
Islam ditandai oleh Inhirnya Instruksi
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Presiden (Inpres) No. 171991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Is-
lam (KHD. Walaupun bukan UU
namun tersusun dalmm bahasa Undking-
undang yang berfungsi scbagai pe-
doman Dbagi pejabat Indonesia untuk
mengetahui hukum vang berlaku bagi
bawahannya yang beragama Islam
naupun rakyat Indonesia yang ber-
agamz Islam untuk mengetabui hukum
vang herlaku bagi mercka di bidang
perkawinan, kewarisan, dan perwa-
kafin (A, Iamid 8. Atamimi, 1996,
hal. 133),

Hukum Indonesia ci nuta [ukum
Istam mengungkapkan hubungan yang

alistis yang menyatakan adanyi

1. Hukum Islam yang berlaku khusus
Ixigi orang Islam.
Hukum Islam masuk ke dalam hu-
- kum nasional secora umum yang
memertukan  pelaksanmitn secara
. khusus..
3. ‘Hukum. Islam masuk ke ko un-
“dang-undang vang berlaku secara
umum bagi selurul warga negam
Indonesin (Andi Rusydianah, 1995,
il 4.

~ -

Perkembangan  Hukum Iskin de-
wasa ini menunjukkian suatu balxikan
yang menarik yang apabila dilihat dari
segi legalitasnya, berkedudukan baik
sehngai persuasive sonrces nitupun
nornative source. Sedang pelem-
bagaan Hukum Islam tidak hanya
berhenti dakim-khazanah kita-kitab
rujukan. Tetapi Hukum Islam telah
menjelma menjadi hukum  positif di
Indonesia yang memberikan kepastian

hukum dan menghilangkan kesim-

pangsiuran fatwa dan - memberikan
kemudahan bagi umat Islam menipe-
domaninya. Termasuk dalam pelem-
bagaan ini adalah ditunjuknya dua
orang hakim agung yang berasal dari
lingkungan peradilan agani berdasar-
kan UU No. 14/1980.

Denyut kesadaran nmsyurakai mus-
lim mulai pula semarik dengan ramai-
nya labelisasi halal barang-barng
produksi nmkanan dan minuman; pen-
cabutan SDSB yang bersifat judi ren-
cana undang-unding miras (minuman
kers), pendiran ank mummalat, bank
syariah dan Baitul nml wat tamwil
(BAI'T) serta asuransi (akaful). Tak ku-
rang pentingnva adalah peran akei MU
{Mailis Ulanm Indoncsia) dalam meng-
anghit bethagai persoalan umat vang
membangkitkan Kkesadaran hukum
nmsyarakat.

Hukum Islam di Beberapa
Negdra ASEAN lainnya

Negari-negar seperti Makiysia dan
Indonesia merupakan sayap pengem-
bangan Hukum Istam di ASEAN yung
dapat dipertaruhkan, Mengingat sum-
ber daya manusiz dan kelembagaan
yang ku:at serta peranan yang mampa
menembus kawasan internasional, pa-
ling tiduk di ASEAN sendin. Namwun
demikian negara seperti Pilipina, ma-
syarakat muslimn di sana secara tru-
disional juga kuat gemunya di ASEAN.
Apalagi Prof. Nur Misuari, tokoh MNLF
yang setelah rekonsiliasi antara Peme-
rintah Pilipina dengan mereka di Jakar-
ta tahun yang lalu, telah pula menjadli
gubernur di Mindanao Selatan. Hal ini
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akan memberikan asct politik masya
rakat muslim Pilipina.

Apalagi masyarakat muslim Pilipina
sudah sejak lama memperlakukan hu-
kum lslam terhadap dirinyn semenjok
masa kesultanan di Mindanio dan Sulu
dahulu (+ 1740. M) Di dalam dua
daermah ini diperlakukan kitab Diwan
Taosug dun Luwaransa Maguindanito
yang menegaskan tentang kedudukan
kedaulatan dalam masalah-masalah
yuridis. Pada pertengahan Marct 1974
telith diselesaikan “Rancangsn Adminis-
trasi UUT Islam™. Di samiping itb terdaprat
pula kodlifikasi U1 Perseorang Muslim
Pilipina yang juga menyangkut pe-
rangkat hukummya yang berupa Penga-
dilan Islam Daerth' dan Pengadilan
Keliling Istam dalam Pasal 148 dan
138, PD. 1083 (MO, Mastura, 1993, hal.
184).

Tentang hukum Islany di Singapura
setelah mmenjadi negar sendiri (19653,
seputar - Ul Petkawinan {nikah, tilak,
rujuk). vang berasal dari Ordinan vV
1880 (nmsa penitjahan Inggris). Scka-
rang diperiakukan UL Administrasi Hu-
kum Iskun (AMLA) yang sudah mulai
sefak 1966. Akt ini memberikan tem-
pat vang fleksibel bagi Dewan Agama
Iskam, Pengadilan Agama, dan Pencata
Perkawinan Islam dalam menectapkan
hukum syariat. AMLA mencakup
masalah perkawinan dan keluarga. Di
sebolal ity i jugs berwenang untuk
mengumpulkan zakat dan mengumpul-
kan dana pembangunan nasiid vang
dilimpahkan pemungutannya pada De-
wan Agama Islam. Masyarakat muslim
Singapura merupakan 15% dari kese-
luruhan penduduknya yang non mus-

lim. Menting miercka nampak dinamis,
tetapt mereka lebih stbuk untuk meng-
aplikasikan hukum l«lqm terhadap
dirinya sendiri. '

. Hukum Islam di berbag-u negim
ASEAN lain dari kedua negam di atas,
dapat disebutkan di sint menyangkut
nepara Thailand. Sejak ‘40 an kodifikasi
hukum Islam diterapkas pada masya-
mkat muslim di empat. propinsi selatm
yang tercakup dalam Undang-undang
Sipil Thailand tentang keluarga dan

warisan, Neptro-negard yang niasya-
rakat muslim merupakag minoritas se-
perti di Thailand adalah negara "Kam-
boja, Laos dan Myannerr vang Keber-
adasnnya sangat memerlukan «perha-
tian dari masvarakat muslim ASEAN.

Penutup o
Akhirmya d:lpmlah dnkatakan babwa
perkembangan hukum Istam di ASEAN
sejulan dengan perkembangan mening-
katnya komunitas nmuslim di kawasun
ini. Pengaruh arus-globalisasi sebenar-
nya: dapat:dinzanfaatkan meltlui tinggi-
nys mobilitas antar bangsa. dadam
rangka berbagai kepentingan. Hal itu
jug merupakan peluang yang menjan-
jikan untuk lebih perlunya pengga-
tangan kekuatan dakwah dan ini sudah
dimulai dengan melalui berbagai ‘ma-
cam seminar, studi dar kegiatan ke-
ilmuan. Salah satunya adalah Seminar
Antar bangsa Pentadbiran Undang-
undang - Islam (International Seminar
on The Administeation of Islbmic Laws)
i Malaysia tahun 1996. . .
Dengan. adanya South Fast Asian
Syari'ah ' Association (SEASA} yakni
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Asosiasi Hukum Islam Asia Tenggara,
dapat membuat berbagai prakarsa. Apa

yang telah dilakukan oleh Malaysia

dengan berbagat seminar intemasional
dapat dikembangkan dengan berbagai
pertemuan antar para ahli hukum, pam
mufti, akademisi dan para hakim.
Negara Brunei Darussalam dapat mem-
bantu dana bagi perkemibangan dan
pembaharuan hukum Islam bagi ke-
pentingan di ASEAN. o
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